
89 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Implementasi 

KebijakanJaminan Persalinan (Jampersal)Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(P2KBP3A) dalam Mengurangi Angka Natalitas dan Mortalitas Pada Ibu dan 

Anak Di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Yang diukur berdasarkan 

aspek Komuninkasi, Sumberdaya dan Struktur birokrasi, dapat disimpulkan 

bahwa belum terlaksana dengan tepat. Adapun kesimpulan pada indikator sebagai 

berikut: 

Aspek Komunikasi 

 Kegiatan kampanye, penyuluhan dan penyadartahuan jaminan 

persalinan (Jampersal) 

Dari proses komunikasi di Puskesmas Hadakewa telah dilaksanakan 

melalui kegiatan sosialisasi persalinan, penyuluhan ke masyarakat adanya 

kegiatan kelas ibu hamil untuk program perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi. 
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Aspek Sumberdaya 

 Dukungantenagakesehatan (medis) sdan 

fasilitasJaminanPersalinan (Jampersal)  

Dari proses Sumberdaya yaitu, telah ditempatkan Bidan di 17 desa yang 

berada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dari segi sarana 

dan prasarana, puskesmas Hadakewa terkendala belum adanya rumah 

tunggu untuk persalinan. Pendanaan yang tersedia untuk peningkatan 

program persalinan di Puskesmas Hadakewa saat ini adalah dana 

jampersal, sedangkan bagi masyarakat yang tidak ada kartu jampersal 

mengunakan dana pribadi dalam proses persalinan. 

Struktur birokras 

 KetersediaanstandaroperasionalataupetunjukteknisimplementasiKe

bijakanJaminanPersalinan (Jampersal) 

Dari proses birokrasi yakni dalam melakukan tindakan program 

persalinan, tim Puskesmas telah memakai acuan berupa SOP yang mana 

didalam SOP telah tertuang 28 langka asuhan persalinan normal yang 

harus diikuti dalam proses persalinan. Sistem petunjuk penangung jawab 

program pun telah tertuang di surat tugas, dan sistem koordinasi 

berjenjang dalam segala permasalahan pun telah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

6.2Saran  

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Implementasi 

KebijakanJaminan Persalinan (Jampersal)Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, 
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Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

(P2KBP3A) Dalam Mengurangi Angka Natalitas Dan Mortalitas Pada Ibu Dan 

Anak Di Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Untuk puskesmas Hadakewa, kecamatan Lebatukan agar lebih giat dalam 

mensosialisasikan kembali program jaminan persalinan. Karena tiap tahun 

pasti bertambah ibu yang melahirkan yang kurang pengetahuannya tentang 

program jaminan persalinan. Agar mereka tidak buta dengan informasi dan 

mereka dapat mempersiapkan segala syarat dan proses pendaftaran 

program jaminan persalinan. 

2. Kepada Tim Pengelola jaminan persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lembata. Hendaknya seluruh pengelola jampersal mampu memahami isi 

junkis terkait program jampersal, selalu berkoordinasi serta melakukan 

komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten serta Puskesmas agar pelaksanaan program jampersal tersebut 

dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehinga 

penyerapan dana dapat di realisasikan. 

3. Kepada penguna jampersal (Masyarakat), diharapkan kepada masyarakat 

agar dapat memanfaatkan pelayanan program jaminan persalinan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat akan terbantu dalam 

jaminan pembiayaan kesehatan mulai dari hamil sampai paska persalinan 

dan pelayanan KB. 
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